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Anies Langgar Janji Kampanye

Anggota Komisi B Soroti
Pemberian Izin Reklamasi
Kawasan Ancol

y\!KAR'I‘A-Am{ ata Komisi B NPRD
DRI Jakarta Gilbert Simanjuntak

menilai Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan melanggar janji kKampanye
dengan memberikan izin perluasan
pada kawasan Dunia Fantasi (Dufan)
dan Taman Impian Ancol Timur, Ja-
karta Utara. Menurutnya, reklamasi
Ancol dinilai tak tepat.

"Tentu ini menjadi catatan ketida-
kcakapan dalam membuat rencana
pembangunan Jakarta," ujar Gilbert
di Jakarta, Senin (29/6/2020). Gilbert
mengingatkan Anies pernah ingkar
janji soal tak akan menggusur warga
Sunter, namun yang terjadi seba-
liknya. Begitu juga dengan pengh-
entian reklamasi Teluk Jakarta yang
kenyataannva sudah berjalan.

Menurut Gilbert, reklamasi Ancol
seharusnya menunggu keluarnya
peraturan daerah (perda) terlebih
dahulu. Jika tidak, pembangunan
masuk dalam kategori pelanggaran
dan harus dihentikan. “Juga harus
jelas peruntukan tanah dan bangunan
di tempat reklamasi,” ujar dia.

Gilbert mengatakan PT Pembangu-
nan Jaya Ancol (PJA) juga tak pernah
membahas reklamasi Ancol. ”"Mer-
eka ridak singgung, jadi terasa gan-
jil, kenapa tidak terbuka,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai
kesepakatan reklamasi Ancol ridak
sah secara hukum. Rencana ini juga
tak pernah dibahas dalam rapat ber-
sama DPRD DKI.

"Harusnya produk hukum yang
dipakai perda,” tegas dia. Anies mem-
beri izin pelaksanaan perluasan ka-

wasan rekreasi Dufan seluas kurang
lebih 35 hektare dan kawasan relreass
Taman Impian Ancol Timur seluas
kurang lebih 120 hektare. Izin tertuang
dalam Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 237 Tahun 2020, ditandatan-
gani Anies pada 24 Februari 2020.
Mengacu Kepgub Nomor 237 Tahun
2020, Daratan seluas lebih kurang 20
hektare yang dterbentuk berdasarkan
perjanjian kerja sama antara Pemprov
DKI dengan PT Pembangunan Jaya

Ancol (PJA) pada 13 April 2009 meru -
pakan bagian dari rencana perluasan
kawasan Ancol Timur seluas lebih
kurang 120 hektare.

Sementara itu, Koalisi Rakyat un-
tuk Keadilan Perikanan (KIARA)
mengecam Keras Gubernur DKI ja-
karta, Anies Baswedan Karena telah
memberikan izin reklamasi kepada
PT Pembangunan Jaya Ancol, untuk
perluasan kawasan rekreasi.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan

Herawati menegaskan bahwa pem-
berian izin perluasan reklamasi un-
tuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol
seluas 150 hektare merupakan ironi
kebijakan Gubernur DKI Jakarta,

Dongkrak Fkonomi

Lain dengan Gilbert Simanjuntak,
Ketua Fraksi PDT Perjuangan DPRD
DRI, Gembong Warsono mengaps-
esiasi Gubernur DKI jakarta Anies
Baswedan yang memberikan izin
perluasan kawasan rekreasi Dufan
dan Ancol Timur. Sebab, hal itu sesuai
dengan aturan pemerintab pusat yang
memperbolehkan kembali reklamasi
di Teluk Jakarta.

"Ya itu memang harus dikeluarkan
izinnya. Pemerintah Pusat kan sudah
mengeluarkan surat mengizinkan
kembali reklamasi. jadi itu tindak
lanjut dari kebijakan pemerintah
pusat,” kata Gembong.

Selain itu, pemberian izin iuea di-

berikan karena mencermati kekala-
han Pemprov DKI Jakarta terhadap
gugatan para pengembang pulau
reklamasi. Menurutnya, pulau-pulau
reklamasi yang dicabut izin oleh Pem-
prov DRI jakarta nantinya akan men-
gadopsi pemberian izin pemerintah
pusat terhadap kelanjutan reklamasi.

Gembong menuturkan adanya
penerbitan izin reklamasi untuk
perluasan kawasan Taman Impian
java Ancol dan Dunia Fantasi, yang
tercantum dalam surat Keputusan
Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Ta-
hun 2020, akan memiliki dampak
pada geliat ekonomi. Terutama pada
kondisi ekonomi yang saat ini lesu di
tengah pandemi virus corona (Co-
vid-19).

"Bahwa itu akan berdampak pada
geliat ekonomi di saat pandemi ini,
pasti itu. Saat ini yang kita harapkan
adalah adanya pergerakan pemban-
gunan vang akan mendonekrak ke-
lesuan ekonomi kita,” kata Gembong.

Meski melihat akan adanya do-
rongan geliat ekonomi, namun Gem-
bong menekankan upaya mendorong
ekonormi vang tengah lesu harus tetap
cermat. Ditegaskan kembali bahwa
pelaksanaan harns memperhatikan
dampak lingkungan yang terjadi
nantinya.

"Namun tetap harus dengan cermat
memperhatikan dampak lingkungan,
diperlukan rekayasa lingkungan yang
komprehensif,” tegasnya. Gembong
menyebut penerbitan izin reklama-
si Ancol oleh Pemprov DKI Jakarta,
merupakan tindak lanjut dikeluar-
kannya izin dari pemerintah pusat.
"Saya kira penerbitan izin reklamasi
oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan
tindak lanjut dikeluarkannya izin dari
pemerintah pusat. Dan itu langkah
yvang harus dilakukan oleh Anies, agar
ada kepastian hukum,” kata Gem-
bone. (dni)

lentu it menjadi

catatan ketidakcaka-
pan dalam membuat
rencana pembangunan

Jakarta.”

Gilbert Simanjuntak
Anggota Komisi B DPRD
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